PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2008
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA .

Jenimbang

lengingat

PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

. bahwa pengadéan barang/jasa Pemerintah Kota Magelang

yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) harus dilaksanakan secara efektif dan efisien,
sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari
segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran
tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Kota Magelang Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah—daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur,Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa
Konsruksi,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

Negara;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7.Undang-Undang ..........
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- Undang-Undang = Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan
Pemerintahan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran
Serta Masyarakat dalam Jasa Konstruksi:

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa konstruksi:

Peraturan pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Derah ;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007;

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembar Daerah Kota
Magelang Tahun 2008 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Dinas Daerah;

22. Peraturan ........... .
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Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Lembaga Teknis Daerah, Badan Perizinan dan Pelayanan
Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi
Kecamatan dan Kelurahan;

Peraturan Menteri Pemukiman dan Prasaran Wilayah
Nomor 43 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
11/M-IND/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 30/M-IND/PER/6/2006 tahun 2006 tentang Pedoman
Penggunaan Produksi Dalam Negeri;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2009

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Pengadaan barang/jasa Pemerintah adalah kegiatan
pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, baik yang dilaksanakan secara
swakelola meupun oleh penyedia barang/jasa.

- 3. Pejabat

-------------------



3. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat
oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

4. Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud di
dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara.

5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

6. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan
barang/layanan jasa.

7. Panita pengadaan adalah tim yang diangkat oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Direksi
BUMD, untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa.

8. Unit layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu
unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki
sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Daerah/BUMD.

9. Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat
oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan
barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

1'0.Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk
menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk
untuk melaksanakan pekerjaan.

11.Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian,
yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang
Jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna
Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
Pejabat Pembuat Komitmen

12.Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan
pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang
perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna
Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh
Pejabat Pembuat Komitmen.

40.Jasa .......cccovvununnnn,
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13.Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian
professional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa
perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan
Jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai
Sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak
yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka
acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen
sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran.

14.Jasa’ lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau
penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa
pemborongan dan pemasokan barang

15. Sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan

.. kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian
pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi
persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat
Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota
Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit).

16.Dokumen pengadaan adalah dokumen yang disiapkan
oleh panitia/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unif) sebagai pedoman dalam proses
pembuatan dan penyampaian penawaran oleh calon
penyedia barang/jasa serta pedoman evaluasi penawaran
oleh panitia/pejabat pengadaan atau Unit Layanan
Pengadaan (Procurement Unit).

17.Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat
Komitmen dengan penyedia barang/jasa dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

18.Usaha kecil termasuk koperasi kecil adalah kegiatan
ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi criteria
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun
1995 tentang usaha kecil.

19. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan
bank umu/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh
penyedia barang/jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen
untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban
penyedia barang/jasa. )

20.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia
barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar negeri yang
masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan
tanggung jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis

21.Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pnitia
pengadaan/pejabat pengadaan/Unit Layanan Pengadaan
(Procurement Unit)/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar
untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan
nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan
barang/jasa.

" 49. Pekerjaan

---------------



22, Pekerjaa_n_ qupleks dan pekerjaan yang memerlukan
teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi dan/atau

menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai
di atas Rp. 50.000.000,00.

23.Surat kabar nasional adalah surat kabar yang beroplah
besar dan memiliki peredaran luas secara nasional, yang

tercantum dalam daftar surat kabar yang ditetapkan oleh
Gubernur. ! 3

24.Website pengadaan nasional adalah website yang
dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Bappenas untuk mengumumkan
rencanapengadaan barang / jasa di Departemen /
Lembaga / Komisi / Bl / Pemerintah daerah / BHMN /
BUMN / BUMD dan kegiatan pengadaan barang / jasa
pemerintah.

Pasal 2
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kota Magelang tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 24 Nopember o0

WALIKOTA MAGELANG

Al

H. FAHRIYANTO

dangkan di Magelang
a tanggal 24 Nopember 2008.

UTA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008 NOMOR 33



